
 

 
 

BERITA NEGARA 
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No.829, 2013 KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Impor. 
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24/M-DAG/PER/5/2013 
TENTANG 

KETENTUAN IMPOR KEDELAI DALAM RANGKA 
PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 
 

: a. bahwa dalam rangka mendukung program 
stabilisasi harga kedelai sebagaimana diatur 
dalam  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor          
23/M-DAG/PER/5/2013 tentang Program 
Stabilisasi Harga Kedelai, perlu mengatur 
mengenai ketentuan impor kedelai dalam 
rangka program stabilisasi harga kedelai; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang  
Ketentuan Impor Kedelai Dalam Rangka 
Program Stabilisasi Harga Kedelai; 

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 
(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86); 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3214); 
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  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3482);  

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3564); 

  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3612) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3806);  

  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Hortikultura (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5170); 

  10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 
tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
131, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3867); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4196); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 
tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4254); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4424); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 
tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa 
Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4498); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
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  17. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 
tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab 
Menteri Perdagangan Dalam Bidang 
Perdagangan Luar Negeri; 

  18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

  19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

  20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

  21. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum 
BULOG untuk Pengamanan Harga dan 
Penyaluran Kedelai; 

  22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                     
54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan 
Umum di Bidang Impor; 

  23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                       
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan 
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 57/M-
DAG/PER/8/2012; 

  24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang 
Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap 
Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal 
Tumbuhan; 
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  25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                
27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan 
Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-
DAG/PER/12/2012; 

  26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                
23/M-DAG/PER/5/2013 tentang Program 
Stabilisasi Harga Kedelai; 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
KETENTUAN IMPOR  KEDELAI DALAM RANGKA 
PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (Glycine max. Merr) berupa 

biji kering berwarna kuning yang telah dilepaskan dari kulit polong 
dan dibersihkan yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS                   
1201.90.00.00. 

2. Program Stabilisasi Harga Kedelai, yang selanjutnya disebut 
Program SHK adalah pengaturan pembelian Kedelai dari petani, 
impor Kedelai, dan penjualan Kedelai kepada pengrajin 
tahu/tempe. 

3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah 
Pabean.  

4. Importir Terdaftar Kedelai, yang selanjutnya disebut IT-Kedelai 
adalah koperasi dan/atau swasta yang melakukan impor  Kedelai 
untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan 
dan/atau memindah- tangankan kepada pihak lain. 

5. Persetujuan Impor adalah izin impor Kedelai. 
6. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah kegiatan pemeriksaan 

teknis atas produk impor yang dilakukan oleh surveyor. 
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi 

untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk 
impor. 

8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, yang selanjutnya 
disebut Perusahaan Umum BULOG adalah Badan Usaha Milik 
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